
 

 
 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.87, 2009 DEPARTEMEN KEHUTANAN. Izin Usaha. 
Pemanfaatan. Produksi. Hutan Kayu. Perubahan. 

 
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA 

    NOMOR : P.29/Menhut-II/2009 
TENTANG  

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN 
NOMOR P.52/MENHUT-II/2008 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN  

PERPANJANGAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU 
 DALAM HUTAN ALAM PADA HUTAN PRODUKSI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang :  a. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri 
Kehutanan Nomor P.52/Menhut-II/2008 biaya penilaian 
permohonan perpanjangan IUPHHK-HA dibebankan 
kepada pemohon;  

  b. bahwa berdasarkan  Pasal 10 ayat (2) Keputusan Menteri 
Kehutanan Nomor 208/Kpts-II/2003,  untuk penilaian 
IUPHHK-HA tiga tahun pertama dibebankan pada 
anggaran Departemen Kehutanan dan untuk penilaian 
berikutnya dibebankan kepada masing-masing Badan 
Usaha;  

  c. bahwa pada saat ini terdapat Badan Usaha/perusahaan 
Pemegang IUPHHK-HA yang memohon perpanjangan 
izin, tapi belum  dinilai kinerja PHAPLnya untuk penilaian 
tiga tahun pertama sebagaimana dimaksud pada butir b; 
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  d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, perlu 
menyempurnakan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 
P.52/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan 
Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 
Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi dengan Peraturan 
Menteri Kehutanan. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3419); 

  2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4412); 

  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang 
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3838); 
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  5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang 
Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4452); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang 
Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4453); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata 
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta 
Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4814);  

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

  9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M 
Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia 
Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007; 

  10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 
2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik 
Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008; 

  11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 
2005   tentang    Unit    Organisasi   dan   Tugas   Eselon   I 
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Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 50 Tahun 2008;  

  12. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 
602/Kpts-II/1998 jo. Nomor 622/Kpts-II/1999 tentang 
Analisa Dampak Lingkungan Pembangunan Kehutanan, 
Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan 
Lingkungan Pembangunan Kehutanan; 

  13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 208/Kpts-II/2003 
tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan 
Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Di Unit Manajemen 
Dalam Rangka Pengelolaan Hutan Secara Lestari; 

  14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Nomor P.64/Menhut-II/2008. 

MEMUTUSKAN :  

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK 
INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 
P.52/Menhut-II/2008 TENTANG TATA CARA DAN 
PERSYARATAN PERPANJANGAN IZIN USAHA 
PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DALAM HUTAN 
ALAM  PADA HUTAN PRODUKSI. 

Pasal I 

Ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.52/Menhut-II/2008 
ditambah 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (4) yang berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 6 

  (4) Dalam hal IUPHHK yang mengajukan permohonan perpanjangan belum 
pernah dilakukan penilaian kinerja pemanfaatan hutan secara lestari oleh 
LPI Mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), biaya penilaian kinerja 
untuk perpanjangan dibebankan pada anggaran Departemen Kehutanan. 
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Pasal II 

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan 
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 24 April 2009  
MENTERI KEHUTANAN 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
H. M.S. KABAN 
 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 30 April 2009 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
ANDI MATTALATTA 
  
 
 
 
 


